
BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR,I TAHUN . i

TENTANG

PtrRIJBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 52 T'AHUN 2019.IENTANG PtrDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PtrNDAPATAN DAN BtrLAN.]A
DAERAH KABUPATtrN KUDUS

Menrmbang a.

DtrNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA I]SA

ISUPATI KUDUS, 
.

baliu'a daiam rangka memberikan pedoman peraksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi perangkat
Daerahlsatuan I(erja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah serta guna menjamin tertib
administrasi keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan penga\vasan keuangan daerah,
telah ditetapkan Peraturan Br-rpati Kudus Nomor 52 Tairun
2019 tentang Pedornan Pelaksanaan Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kuclus;

bahu,a berdasarkan ketentuan huruf B Lampiran peraturan
Menteri Daiam Ncgeri Nomor 90 rahun 2o1g tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaarr
Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka te rjadi
perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
penatausahaan pengelolaan keuangan daerah, sehingga
perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun
201,9 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran pendapatan
dan lJelanja Daerah Kabupaten I(udus;

bahr,la berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksurcl
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati
tenlang Perubahan atas peraturan Bupati Kuclus Nomor 52
Tahun 2079 tentang Pedoman pelaksar-iaan Anggara.
Pendapatan dan Belanja Daerah l(abupaten Kudus;

C.

l. Undang-Undang Nomor l3 Tahun 1950 tentang
])embcntukar-i Daerah-Daerah Kabupatcn dalam Lingkungarr-r
Propinsi Jau,a Tengah;

b.

Mengingat
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Re publik indonesia
Nomor 4 286):

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Le mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengeiolaan dan Tanggung .Ian,ab Keuangan
Ncgara (Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia 'lahun 2OO1
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aaOO);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Percncanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa27);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4a38);

Undang-Undang N<;mor 24 'lahun 2OO7 tent:rr-rg
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66, 'I'ambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a723);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
'lahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor I
'fahun 2015 tcntang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
l)aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 5
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Pengendalian .Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman
Pcmerintah Pusat dan Pemcrintah Dacrah (Le mbarart
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48,
'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a287);

Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Stanclar Akuntansr Pcmerinlahan (l,cmbaran Ncgara
Rcpublik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor a503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Nomor a57a);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur-r
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistcm Informasi Keuangan Dae rah (Lcmbaran Negara
Republik Indc>ncsia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lcmbaran Ncgara Re pubiik Indone sia Nomor 457 6),
sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
'lahun 2OIO Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 te ntang
Pedoman Penyusunan dan Pcncrapan Starndar Pelayanarr
Minimal (Lembaran Negara Republik Indoni:sia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor,i585);

Pcraturan Pemcrintah Nomor B Tahun 2006 te ntang
Irclaporan Kcuangan dan Kinerj:r Instansi Pcme--rtntah
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOb Nomor
25, 'I'arnbahan Lcmbaran Negara Re publik Indoncsia
Nomor a6la);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12.,
'lambahan l,embaran Negara Republik Incloncsra
N<rmor 4828);

15.

16.

17.

18.
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Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a829);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 te ntang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pa.1ak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11.9, Tambahan
I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O12 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesii,r
Nornor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrelh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lcmbaran Ncgara llcpublik Indonesia Nomor 5533);

23. Peraturan PemerinLah Nomor 18 Tahun 201,6 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Nomor 5887);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 'lahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dervan
Perrvakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20L7 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

25. Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun '2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l,cmbaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l,ebaran
Ncgara Republik Indonesia Nomr 6057);

26. Peraluran Presiden Nomor 16 Tahun 20 i 8 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11
tentang Perubahan Kedua alas Peraturan Menteri Dalani
Ne geri Nomor i 3 Tahun 2006 tentang Pe doman Pengelolaan
Kcuangan Dae rah (Bcrita Ne gara Rcpublik Indoncsra
Tahun 2011 Nomor 310);

28. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomctr 55 Tahun 2008
tenlang Tala Cara Penatalrsahaan dan Perrt-Llsr.tnan Laporan
Pertanggungjau,aban Bendahara serta Penyampaiannva;
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29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 'l'ahun 2Ol7
tcntang Pedoman Pemberian Ilibah dan Bantuan Sosial
yang Bcrsumber dari Anggaran Pcndapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Nomor 450), sebagaimana telah ditrbah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nt>mor 99
'lahun 2019 tentang Perubahan Kelimzi atas Pcraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1 Lentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial -vang
IBcrsumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(tserita Ncgara Rcpublik Indonesia 'lahun 2019 Nomor
1 560);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5a7);

31. Pcraturan Mentcri Dalam Negcri Republik indonesia Nomor
130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pcmbangunan Sarana
dan Prasarana Kelurahan dan Pemberda)'aan Masyarakat
Keiurahan (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2018
Nomor 139);

32. Peraluran Menteri l)alam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem In lorrnasi Pemerir"rt-ah Daerah (Lernbarart
Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18a);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 14a7);

34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
lB7 IPMK.OT I 2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana
Alokasi Umum Tambahan Tahun 2019 (Berita Ne gara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832);

35. Pcraturan Dae rah Kabupatcn Kudus Nomor' 3 Tahurr
2OO7 tenLang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupal,en KudusTahun 2OO7 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudr-rs Nomor 99);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Iiudus Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dae rah
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
'lahun 2016 Nomor 3, Tambahan Le mbaran Daeral-r
Kabupaten Kudus Nomor 193);

37. Peraturan l3upati Kudus Nomor 52 Tahun 2Ol9 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pcr-rciapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Iiuduts
Tahun 2019 Nomor 52);
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Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2O2O tentang
Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggarar-t
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus ( Berita
Dacrah Kabupaten Kudus Tahun 2O2O Nomor 20);

MIf MTJTUSKAN :

Menetapkan : PtrRATURAN BUPATI TENTANG PERUI3AL{AN ATAS PERATURAN
I]UPATI I{UDUS NOMOR 52 TAHUN 2OT9 TENTANG PEDOMAN
PtrLAKSANAAN ANGGARAN PtrNDAPA'IAN DAN BEI,ANJA DAERAH
KAI3UPATtrN KUDUS.

Pasal I

Kctentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati l(udus Nomor 52
Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
l3clanja Daerah Kabupaten Kudus (Bcrita Daerah Kabupaten Kudus
'lahun 2019 Nomor 52), ciiubah sebagai berikut :

Ketenluan angka B) angka 3 huruf C Bab IV
berbunyi sebagai bcrikut- :

diubah sehingga

B) Apabrla pada akhir triu'ulan IV realisasi mcncapai 100%o (seratus
persen) alau 1eLrih, rnsentif diberikan untuk Lrirvulan yang belun.t

diba.r'arkan.

Pasal il

Pcraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Pcraturan Rupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah
Kabupaten Kudus.

Ditel apki,rn cli Kr-rclus
pada tangg:rl 1 lesesrber f*?fr,

PIt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

Drundangkan di Kudus
pada tanggal ? &se*:hsr ?{}?*

38.

SEKRETARiS PAi'RAH KABUPATEN KUDUS,

Vaa$L
\

SAM'ANI INTAI(ORIS

RI'}II'fA DAiiRAIJ KABUPATEN KUDUS TAHUN

HARTOPO

2€2S NOMOR 6*
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